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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak larangan ekspor biji nikel yang 

diberlakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap perdagangan internasional dan ekonomi 

nasional. Kebijakan ini diimplementasikan dengan tujuan meningkatkan nilai tambah 

produk dalam negeri dan memperkuat industri hilir. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data 

menggunakan studi pustaka dengan analisis data yang digunakan yaitu menggunakan 

analisis deskriptif. Hasil yang dari penelitian ini bahwa kebijakan larangan ekspor biji nikel 

memiliki dampak yang kompleks dan beragam. Di satu sisi, kebijakan ini berhasil 

meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri melalui pengembangan industri 

pengolahan nikel dan mendorong investasi di sektor hilir. Namun, di sisi lain, kebijakan ini 

juga menimbulkan tantangan signifikan. Dalam jangka pendek, terdapat penurunan 

pendapatan ekspor yang mempengaruhi devisa negara. 

 

Kata kunci : biji nikel, larangan ekspor, perdagangan intenasional, WTO 

 

Pendahuluan  

Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah, menjadikannya aset 

berharga untuk dipasarkan di pasar global. Berbagai komoditas, seperti hasil pertanian, 

pertambangan, kehutanan, dan industri kayu salah satu contohnya adalah nikel, hasil 

pertambangan Indonesia yang memiliki nilai ekspor tinggi dan berperan penting dalam 

meningkatkan devisa negara. Kekayaan alam ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan 

bagi negara, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat Indonesia. Pemanfaatan 

sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab menjadi kunci untuk 

memaksimalkan manfaatnya bagi kemakmuran bangsa. 

Indonesia, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, aktif berpartisipasi dalam 

perdagangan internasional. Hal ini dilakukan untuk memperluas akses pasar bagi produk-

produk Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa di kancah global. Menurut 

Diphayana, perdagangan internasional adalah perdagangan antar negara dari suatu 
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barang dan jasa atau uang yang menghasilkan keuntungan dan manfaat yang didasarkan 

pada kehendak sukarela dari masing masing negara (Diphayana, 2018). Perdagangan 

internasional ibarat jembatan yang menghubungkan kekayaan alam Indonesia dengan 

pasar global. Keberagaman sumber daya alam, sumber daya manusia, letak geografis, 

dan iklim yang dimiliki setiap negara menjadi daya tarik untuk melakukan perdagangan. 

Indonesia, dikaruniai alam yang berlimpah, memiliki peluang besar untuk memanfaatkan 

kekayaan ini melalui perdagangan internasional.  Keuntungan dari perdagangan 

internasional bagi Indonesia tidak hanya sebatas keuntungan ekonomi tetapi ada transfer 

teknologi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat adalah 

beberapa manfaat lain yang dapat diraih. 

Sejak 1 Januari 1995, Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk 

meningkatkan akses perdagangan internasional dengan ikut serta sebagai anggota World 

Trade Organization (WTO). Keanggotaan ini merupakan tindakan strategis yang 

meningkatkan perdagangan internasional dan meningkatkan daya saing barang-barang 

Indonesia di pasar global (Jamilus, 2017). Namun dengan bergabungnya Indonesia 

menjadi anggota akan membawa konsekuensi dimana Indonesia harus mematuhi aturan 

dan perjanjian yang telah disepakati oleh seluruh anggota organisasi. Perjanjian ini 

mencakup berbagai aspek, seperti tarif bea masuk, subsidi, hak kekayaan intelektual, dan 

penyelesaian sengketa perdagangan (Kurniawardhani, 2021). 

Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah, salah satunya biji nikel. 

Kandungan nikel di Indonesia terbesar di dunia, menjadikannya aset berharga untuk 

memajukan ekonomi bangsa. Dengan cadangan bijih nikel yang besar dan berkualitas 

tinggi, Indonesia adalah salah satu produsen bijih nikel terbesar di dunia. Pemerintah 

Indonesia telah mengambil tindakan strategis dalam beberapa tahun terakhir untuk 

memanfaatkan potensi ini untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi negara. Sehingga 

pemerintah membuat kebijakan yaitu melarang ekspor bijih nikel mentah (Tsirwiyati, 

2023). Kebjakan ini dapat meningkatkan nilai tambah nikel Indonesia. Indonesia dapat 

mengolah bijih nikel menjadi produk bernilai tambah tinggi seperti feronikel, baterai, dan 

komponen elektronik dengan mengembangkan industri hilirisasi. Hal ini memiliki potensi 

untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan negara, dan 

memajukan sektor manufaktur Indonesia. 

Namun, konsekuensi nasional dan internasional dari kebijakan larangan ekspor bijih 

nikel ini sangat kompleks. Karena Indonesia merupakan pemasok utama nikel, keputusan 

ini berdampak pada pasar nikel global dari sudut pandang perdagangan internasional. 

Keputusan Indonesia untuk melarang ekspor bijih nikel sejak tahun 2020 telah mengubah 

lanskap perdagangan nikel global. Sebagai pemasok utama nikel di dunia, kebijakan ini 

berdampak signifikan terhadap pasokan, harga, dan industri nikel di berbagai negara. 

Keputusan Indonesia untuk melarang ekspor bijih nikel sejak tahun 2020 telah 

mengundang reaksi dari Uni Eropa (Ramadhana et al., 2024). Negara-negara di wilayah 

ini, yang sangat bergantung pada nikel Indonesia, merasa dirugikan oleh kebijakan 

tersebut. Sehingga Uni Eropa melemparkan gugatan ke WTO dengan tuduhan bahwa 

kebijakan larangan ekspor ini melanggar prinsip perdagangan bebas. Uni Eropa 

mengklaim bahwa kebijakan ini menghalangi akses industri mereka ke bahan baku vital. 

Tujuan dari kebijakan yang dibuat oleh Indonesia pada tahun 2020 adalah untuk 

mendorong industri nikel di dalam negeri untuk hilirisasi dengan mengubah bijih nikel 
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menjadi produk berharga seperti komponen elektronik dan baterai (Mastuti and Syarwi, 

2021). Uni Eropa tidak senang dengan kebijakan ini karena industri mereka bergantung 

pada impor bijih nikel mentah dari Indonesia. Uni Eropa juga menganggap kebijakan ini 

melanggar aturan World Trade Organization (WTO) dan menghalangi perdagangan.  

Negara-negara yang memiliki industri yang sangat bergantung pada impor nikel 

untuk kebutuhan produksi mereka, diantara lain Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, 

Amerika Serikat, dan Tiongkok, negara tersebut tidak setuju dengan kebijakan larangan 

ekspor bijih nikel yang diberlakukan oleh Indonesia. Negara-negara tersebut menegaskan 

bahwa kebijakan pembatasan ekspor bahan mentah yang dilakukan Indonesia akan 

meningkatkan biaya produksinya, merusak pasar dunia, dan menyebabkan kelangkaan 

komoditas (Radhica and Wibisana, 2023). 

Larangan ekspor bijih nikel yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 

2020 adalah hasil dari upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dan 

pertumbuhan industri domestik. Sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia, 

Indonesia berusaha mendorong pengolahan nikel di dalam negeri untuk mengurangi 

ketergantungannya pada ekspor bahan mentah. Sehingga hal ini menimbulkan dampak 

yaitu meningkatnya tekanan diplomatik dan risiko sanksi perdagangan, yang dapat 

mengganggu hubungan ekonomi dengan negara-negara pengimpor utama, adalah 

konsekuensi dari hal ini bagi Indonesia. Selain itu, perselisihan ini memengaruhi cara 

investor dari seluruh dunia melihat kebijakan perdagangan Indonesia ini dapat 

memengaruhi stabilitas ekonomi dan iklim investasi dalam jangka panjang (Sari and 

Sugito, 2022). 

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa kebijakan untuk menjaga stabilitas 

nasional dan mengurangi efek larangan ekspor bijih nikel. Salah satu kebijakan tersebut 

adalah pengetatan jumlah ekspor komoditas bijih nikel (Syafira et al., 2023). Kebijakan ini 

dibuat karena pemerintah ingin menjaga stok bijih nikel dalam negeri. Terdapat prediksi 

bahwa stok nikel mentah dalam negeri akan semakin menipis. Kekhawatiran ini semakin 

meningkat karena nikel mentah adalah salah satu sumber daya alam tidak dapat 

diperbaharui yang tidak dapat diproduksi kembali jika stoknya habis. Akibatnya, perlu 

dilindungi ketersediaan komoditi terkait. 

Tujuan observasi ini adalah untuk menganalisi efek yang ditimbulkan oleh larangan 

ekspor biji nikel oleh pemerintah Indonesia terhadap ekonomi nasional dan perdagangan 

internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang 

bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada dinamika perdagangan global, khususnya 

di bidang pertambangan. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini BPS, jurnal-jurnal terkait, peraturan dan 

kebijakan terkait larangan ekspor biji nikel, laporan penelitian dan analisis dari lembaga 

WTO atau kementrian perdagangan dan berbagai pemberitaan media massa terkait 

kebijakan larangan ekspor biji nikel. Teknik pengumpulan data menggunakan studi 

pustaka dimana data dikumpulkan melalui dokumen-dokumen resmi, laporan tahunan, 

jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi lainnya yang relevan. Cara melakukan analisis data 

yang digunakan yaitu menggunakan analisis deskriptif. 
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Hasil Dan Pembahasan 

 Pada tahun 2020, Indonesia mengambil kebijakan yang lebih agresif dengan 

menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Kebijakan ini menjadi sorotan dunia, 

menuai kritik dan pujian. Di satu sisi, kebijakan ini dibenarkan oleh potensinya untuk 

meningkatkan produktivitas industri dan meningkatkan pendapatan nasional. Sebagai 

salah satu bahan baku terpenting dalam industri baterai, nikel digunakan secara luas di 

Indonesia, dan sebagai hasilnya, negara ini memimpin dalam pengembangan fasilitas 

manufaktur nikel. Hal ini membuka peluang bagi para pekerja baru untuk mulai bekerja 

dan meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia. Selain itu, 

kebijakan ini juga diharapkan dapat membantu menjaga sumber daya alam. 

Penambangan bijih nikel sering dikaitkan dengan masalah lingkungan hidup termasuk 

penggundulan hutan dan polusi udara. Melalui konservasi nikel nasional, Indonesia dapat 

mencapai standar lingkungan yang lebih berkelanjutan dan mengurangi dampak buruk 

terhadap lingkungan. 

 Namun, dalam di sisi lain, kebijakan ini juga menuai kritik, terutama dari negara-

negara anggota Uni Eropa. Mereka menyatakan bahwa kebijakan ekspor ini merupakan 

hambatan perdagangan dan pelanggaran peraturan WTO. Uni Eropa bahkan membawa 

Indonesia ke WTO untuk menyelesaikan sengketa ini. Pada tahun 2021, Uni Eropa 

membawa kebijakan Indonesia ke ranah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait 

terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan sejak tahun 2020. Uni Eropa 

berargumen bahwa kebijakan ini melanggar aturan perdagangan internasional, khususnya 

GATT Pasal XI: 1, yang melarang pembatasan ekspor produk mentah (Hadad, Novianty 

and Adolf, 2022). 

 Setelah melalui prosedur yang panjang, WTO akhirnya memutuskan bahwa hukum 

Indonesia bertentangan dengan peraturan WTO. Indonesia tidak memiliki alasan yang 

cukup untuk menjustifikasi larangan ekspor bijih nikel, seperti yang dinyatakan oleh WTO, 

yaitu tidak menemukan bukti yang cukup untuk mendukung argumen ini. Panel menilai 

bahwa Indonesia belum menunjukkan bahwa larangan ekspor adalah cara yang paling 

tepat dan tidak diskriminatif untuk mencapai tujuan tersebut. WTO menilai bahwa larangan 

ekspor menyebabkan kenaikan harga nikel global, yang berdampak buruk pada industri 

pengguna nikel di negara-negara lain. Sehingga dengan hal itu, Indonesia dinyatakan 

kalah dalam sengeketa ini dan diwajibkan untuk mencabut larangan ekspor bijih nikel 

dalam waktu tertentu. 

 Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengajukan banding terhadap 

keputusan ini. Indonesia mengajukan banding karena panel WTO dinilai tidak 

mempertimbangkan tujuan kebijakan larangan ekspor biji nikel secara menyeluruh. 

Pemerintah Indonesia mengatakan bahwa kebijakan ini adalah upaya untuk mendorong 

hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional, bukan hanya tindakan 

proteksionis. Banyak keuntungan yang diharapkan dari hilirisasi untuk Indonesia, 

termasuk peningkatan pendapatan negara, penambahan lapangan kerja, dan 

pengembangan industri berteknologi tinggi. 

 Indonesia menekankan bahwa kebijakan ini sejalan dengan hak setiap negara 

untuk mengelola sumber daya alamnya untuk keuntungan nasional dan kemakmuran 

ekonomi. Untuk menghindari ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan mendorong 

pertumbuhan industri dalam negeri yang lebih ramah lingkungan dan kompetitif, proses 
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hilirisasi dianggap sebagai langkah penting. Disisi lain, Indonesia memiliki batas waktu 

hingga akhir tahun 2024 untuk menyelesaikan banding. Selama periode ini, pemerintah 

akan berusaha mendukung kebijakan larangan ekspor dengan menyajikan argumen yang 

lebih kuat dan data yang lebih mendalam. Untuk mencapai solusi yang menguntungkan 

bagi semua pihak, proses ini juga akan melibatkan diplomasi ekonomi dan negosiasi aktif 

dengan mitra dagang dan organisasi internasional. Jika banding ini berhasil, Indonesia 

akan memiliki lebih banyak legitimasi untuk melanjutkan kebijakannya untuk melarang 

ekspor biji nikel, mendorong industri pengolahan dalam negeri. Namun, jika banding 

ditolak, Indonesia harus mempertimbangkan cara lain untuk mencapai tujuan hilirisasi dan 

peningkatan nilai tambah tanpa melanggar aturan perdagangan internasional. 

 

Dampak kebijakan proteksionisme Biji Nikel 

Dampak Positif 

1. Peningkatan nilai tambah : Dengan membatasi ekspor bijih mentah, perusahaan 

tambang didorong untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam 

negeri, menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi seperti feronikel, nikel 

matte, dan stainless steel. Peluang diversifikasi produk turunan nikel terutama 

seperti baterai untuk kendaraan listrik, dapat meningkatkan nilai tambah dan daya 

saing produk Indonesia di pasar global. Dengan berfokus pada produk bernilai 

tambah tinggi, Indonesia mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah 

yang rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. Ini membantu menciptakan 

ekonomi yang lebih stabil dan berdaya saing (Gunadi, 2024; Kompas, 2024b). 

2. Menciptakan peluang lapangan kerja baru : Pembangunan smelter dan fasilitas 

pengolahan nikel akan menciptakan banyak lapangan kerja baru, baik di sektor 

konstruksi, operasional, maupun pemeliharaan. Lebih lanjut pertumbuhan industri 

pengolahan akan mendorong perkembangan sektor pendukung seperti logistik, 

permesinan, dan jasa terkait. Pembukaan industri pengelolaan bijih nikel akan 

menyediakan lapangan pekerjaan yang sangat luas bagi puluhan ribu bahkan 

jutaan tenaga kerja yang dapat direkrut .  

Pengembangan industri pengolahan nikel mendorong peningkatan pendidikan dan 

pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja lokal, meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia di Indonesia. Hilirisasi industri nikel berdampak pada kesejahteraan 

rakyat meningkat. Adanya alih teknologi dan tumbuhnya usaha kecil menengah di 

sekitarnya, berdampak pada kesejahteraan rakyat meningkat (Hikmah, 2023; 

Lenora, 2024).  

3. Meningkatkan pendapatan negara : Larangan ekspor bijih nikel meningkatkan 

pendapatan negara secara signifikan. Nilai ekspor komoditas turunan nikel 

meningkat hingga 263% sejak pemberlakukan larangan ekspor bijih nikel. Dengan 

meningkatnya nilai ekspor produk olahan nikel, pendapatan negara dari pajak 

ekspor dan royalti juga mengalami peningkatan. Pendapatan ini dapat digunakan 

untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor-sektor lain yang 

mendukung pertumbuhan ekonomi. Kenaikan nilai ekspor turut memperkuat 

cadangan devisa negara, yang dapat digunakan untuk stabilisasi ekonomi dan 

memenuhi kebutuhan impor penting lainnya (Gunadi, 2024; Kompasiana, 2024). 
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4. Memperkuat industri domestik : Dengan ketersediaan bahan baku nikel yang 

lebih besar di dalam negeri, Indonesia dapat mengembangkan industri baterai 

domestik, mengurangi ketergantungan pada impor baterai dan komponen baterai. 

Peningkatan kapasitas pengolahan dalam negeri menguatkan industri domestik, 

membuat Indonesia lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan industri dan 

konsumsi dalam negeri. 

Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri baterai domestik 

karena bahan baku nikel yang tersedia di dalam negeri. Nikel, yang digunakan 

secara luas dalam berbagai perangkat elektronik dan kendaraan listrik, adalah 

bagian penting dari baterai lithium-ion, sehingga Indonesia dapat mengurangi 

ketergantungannya pada baterai dan komponennya yang diimpor dan 

meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (Menpanrb, 2023; Lenora, 2024). 

Pengembangan industri baterai domestik akan membuka peluang investasi baru 

dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Pabrik baterai di 

Indonesia akan membutuhkan tenaga kerja berkualitas tinggi, yang akan 

memperkuat basis industri nasional dan mendorong inovasi dan penelitian di 

bidang teknologi baterai. 

Selain itu, peningkatan kapasitas manufaktur nikel di negara ini akan 

meningkatkan industri domestik secara keseluruhan. Indonesia dapat 

meningkatkan nilai tambah produknya sebelum diekspor dengan mengolah bahan 

baku menjadi produk setengah jadi atau produk jadi di dalam negeri. Selain 

meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor barang bernilai tinggi, hal ini juga 

akan mengurangi defisit perdagangan dengan mengurangi kebutuhan impor 

barang jadi (Putra, 2022; Winona et al., 2022; Menpanrb, 2023; Kompas, 2024b). 

Mengembangkan industri baterai domestik akan memungkinkan Indonesia untuk 

menjadi lebih mandiri dalam memenuhi permintaan bisnis dan konsumennya 

sendiri. Kemandirian ini sangat penting untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan 

menghadapi perubahan harga dan pasokan di pasar global. Selain itu, Indonesia 

dapat menghemat devisa dan mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan 

sektor-sektor penting lainnya dengan mengurangi ketergantungannya pada impor. 

5. Perkembangan infrastruktur yang masif : Pembangunan smelter dan fasilitas 

pengolahan akan mendorong pengembangan infrastruktur terkait sebagai 

prasarana pendukung seperti pelabuhan, jalan, dan fasilitas energi. 

Peningkatan kapasitas pelabuhan yang sudah ada atau pembangunan pelabuhan 

baru merupakan keuntungan besar. Dengan memungkinkan ekspor dan impor 

bahan baku dan produk akhir, pelabuhan-pelabuhan ini akan meningkatkan 

efektivitas logistik dan mengurangi biaya transportasi. Untuk mendukung mobilitas 

alat berat, bahan baku, dan tenaga kerja saat membangun smelter, 

pengembangan jalan raya dan jembatan sangat penting. Pada akhirnya, 

peningkatan aksesibilitas akan menguntungkan masyarakat umum (SetKabRI, 

2022; MenkoPMK, 2024). 

Smelter membutuhkan pasokan listrik yang besar dan stabil, sehingga 

pembangunan pembangkit listrik dan jaringan distribusi sangat penting untuk 

pengembangan smelter. Infrastruktur energi ini tidak hanya akan mendukung 

operasional smelter, tetapi juga dapat memperkuat jaringan energi nasional dan 
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memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dengan meningkatkan pasokan 

listrik. Pembangunan smelter dan fasilitas pengolahan akan mendorong 

pengembangan infrastruktur yang lebih luas, mencakup pelabuhan, jalan, dan 

fasilitas energi, yang semuanya berperan penting dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi secara keseluruhan (SetKabRI, 2022; KemenkoPerekonomianRI, 2023; 

MenkoPMK, 2024). 

 

Dampak Negatif 

1. Dalam jangka pendek dapat mengurangi pendapatan ekspor 

 Larangan atau pembatasan ekspor bijih nikel dapat menyebabkan penurunan 

pendapatan dari ekspor dalam jangka pendek sebelum kapasitas pengolahan 

domestik berkembang sepenuhnya. Kebijakan proteksionisme dapat memicu 

sengketa dagang dengan mitra dagang utama seperti Uni Eropa, yang dapat 

berdampak pada hubungan perdagangan dan ekonomi. 

Tujuan pemerintah Indonesia untuk melarang atau membatasi ekspor bijih nikel 

adalah untuk mendorong pengolahan nikel di dalam negeri. Meskipun langkah ini 

memiliki banyak manfaat jangka panjang, seperti meningkatkan nilai tambah dan 

meningkatkan kemandirian industri, ada beberapa konsekuensi jangka pendek 

yang harus diperhatikan. 

Pertama dan terpenting, larangan atau pembatasan ekspor bijih nikel berpotensi 

mengurangi keuntungan ekspor dalam jangka pendek. Negara-negara yang 

sebelumnya bergantung pada pendapatan dari ekspor bijih mentah mungkin 

menghadapi masalah ekonomi, terutama jika kapasitas pengolahan domestik 

belum sepenuhnya berkembang untuk menyerap produksi nikel yang ada. 

Penurunan pendapatan ini dapat berdampak pada anggaran negara dan program 

pembangunan yang bergantung pada pendapatan dari sektor pertambangan 

(Firdaus, 2022; Permatasari, 2022). 

Selain itu, kebijakan proteksionisme ini dapat menyebabkan konflik dagang dengan 

mitra dagang penting seperti UE. Mitra dagang yang terpengaruh oleh pembatasan 

ekspor mungkin melihat kebijakan ini sebagai diskriminasi dan melanggar aturan 

perdagangan internasional. Ini dapat menyebabkan Organisasi Perdagangan 

Dunia (WTO) menggugat dan menimbulkan ketegangan dalam hubungan 

perdagangan dan ekonomi. Uni Eropa adalah salah satu mitra dagang terbesar 

Indonesia, sengketa dagang dengan Uni Eropa dapat memengaruhi banyak sektor 

ekonomi. Ada kemungkinan Uni Eropa akan menerapkan tarif atau sanksi terhadap 

barang-barang Indonesia lainnya, yang pada akhirnya akan berdampak negatif 

pada banyak industri di Indonesia (Putra, 2022). 

Untuk mengurangi efek buruk jangka pendek, pemerintah harus mengambil 

tindakan yang lebih bijaksana, seperti memberikan insentif kepada investor untuk 

membangun pabrik nikel dan baterai di Indonesia, dan meningkatkan kualitas 

infrastruktur dan sumber daya manusia. Kebijakan proteksionisme ini dapat 

menjadi langkah penting menuju pembangunan ekonomi yang mandiri dan 

berkelanjutan jika dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan terencana. 

 

2. Biaya investasi yang tinggi dan beresiko 
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 Investasi untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel 

memerlukan biaya yang besar dan waktu yang panjang. Ini bisa menjadi tantangan 

bagi perusahaan tambang dan pemerintah. Perlu adanya transfer teknologi dari 

negara maju untuk membangun industri pengolahan yang efisien dan berdaya 

saing, yang juga memerlukan investasi signifikan. Disisi lain juga muncul risiko 

bahwa proyek-proyek smelter dan pengolahan mungkin tidak berjalan sesuai 

rencana karena berbagai faktor seperti ketidakpastian pasar, perubahan kebijakan, 

atau tantangan teknis (Hutabarat, 2024; Spaying, 2024). 

Transfer teknologi dari negara-negara maju adalah komponen penting yang dapat 

membantu mengatasi masalah ini. Untuk memastikan industri nikel dapat 

beroperasi dengan efisien dan berdaya saing di pasar global, transfer teknologi 

pengolahan dan pemurnian nikel memerlukan investasi besar dalam pelatihan 

tenaga kerja, pembelian peralatan canggih, dan pengembangan infrastruktur 

pendukung. Namun, Indonesia dapat membangun industri pengolahan nikel yang 

modern dan kompetitif diseluruh dunia dengan adanya transfer teknologi. 

 

Namun, tidak boleh diabaikan bahwa proyek smelter dan pengolahan nikel dapat 

menghadirkan bahaya. Misalnya, ketidakpastian pasar dapat mempengaruhi harga 

nikel di seluruh dunia dan prospek ekonomi proyek-proyek tersebut. Perubahan 

kebijakan nasional dan internasional juga dapat mempengaruhi keberhasilan 

proyek. Tantangan teknis juga menjadi faktor yang signifikan. Pengembangan 

fasilitas pengolahan nikel memerlukan teknologi yang kompleks dan spesifik, yang 

jika tidak diterapkan dengan benar, dapat mengakibatkan masalah operasional dan 

penurunan efisiensi. Selain itu, tantangan dalam hal ketersediaan dan kualitas 

bahan baku, serta masalah logistik dan infrastruktur, dapat menghambat 

kelancaran proyek (KoranTEMPO, 2024; Sukri, 2024). 

 

3. Dampak buruk pada lingkungan: Pengolahan bijih nikel dapat menyebabkan 

polusi dan kerusakan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Indonesia perlu 

memastikan bahwa standar lingkungan yang ketat diterapkan dan diawasi. 

Pengolahan nikel memerlukan penggunaan bahan kimia dan pemanasan, yang 

dapat menyebabkan limbah berbahaya, emisi gas rumah kaca, dan pencemaran 

air dan tanah. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk menerapkan 

dan mengawasi standar lingkungan yang ketat. 

Menerapkan regulasi yang kuat dan komprehensif adalah langkah pertama dalam 

menjamin pengelolaan lingkungan yang baik. Pemerintah harus menetapkan 

standar lingkungan yang jelas untuk setiap fase pengolahan bijih nikel, mulai dari 

penambangan hingga pembuangan limbah. Regulasi ini harus mencakup 

pembatasan emisi gas berbahaya, pengelolaan limbah cair dan padat, dan 

perlindungan lingkungan sekitar. Pengawasan yang ketat juga penting untuk 

memastikan bahwa perusahaan tambang dan pengolahan mematuhi peraturan 

lingkungan. Pemerintah harus membangun sistem pemantauan yang efektif, yang 

mencakup inspeksi rutin, pemantauan kualitas udara dan air, dan audit lingkungan 

berkala. Penggunaan teknologi modern, seperti sensor satelit dan lingkungan, 
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dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi pengawasan (Kasyfilham, 2024; Sukri, 

2024). 

Indonesia harus menerapkan undang-undang dan pengawasan tambahan untuk 

mendorong bisnis untuk mengadopsi praktik pengolahan yang ramah lingkungan. 

Ini termasuk penerapan teknologi bersih yang dapat mengurangi emisi dan limbah 

serta penerapan sistem daur ulang dan pengelolaan limbah yang efektif. 

Perusahaan juga harus didorong untuk berinvestasi dalam penelitian dan 

pengembangan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan. 

Edukasi dan kesadaran lingkungan juga sangat penting. Pemerintah, perusahaan, 

dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman tentang 

pentingnya pengelolaan lingkungan yang baik. Program pendidikan dan pelatihan 

bagi pekerja tambang dan masyarakat sekitar tambang dapat membantu 

mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan (KoranTEMPO, 2024).  

 

4. Respon pasar global yang berefek domino pada perekonomian domestik: 

Kebijakan proteksionisme dapat mempengaruhi harga nikel di pasar global. Jika 

Indonesia adalah pemasok utama bijih nikel, pembatasan ekspor dapat 

menyebabkan kenaikan harga global, yang bisa berdampak pada industri hilir di 

negara lain. 

Kebijakan proteksionisme, seperti pembatasan ekspor bijih nikel, dapat berdampak 

besar pada harga nikel di pasar internasional. Keputusan Indonesia untuk 

membatasi ekspor bijih nikel, yang merupakan salah satu pemasok utama bijih 

nikel di dunia, dapat mengurangi pasokan nikel yang tersedia di seluruh dunia, 

yang berpotensi mengakibatkan kenaikan harga nikel di pasar internasional. 

Berbagai industri hilir di negara lain yang sangat bergantung pada nikel, seperti 

industri baterai, baja tahan karat, dan elektronik, mungkin menghadapi 

peningkatan biaya produksi karena kenaikan harga nikel di pasar global. Kenaikan 

biaya ini dapat berdampak pada harga produk akhir, mengurangi margin 

keuntungan, dan bahkan mungkin menghentikan pertumbuhan industri tersebut 

(KemenkoPerekonomianRI, 2023; VOA Indonesia, 2023; Mongabay, 2024). 

Selain itu, kenaikan harga nikel dapat menyebabkan inflasi di industri yang 

menggunakan nikel sebagai bahan baku utama. Konsumen akhir mungkin 

merasakan dampak dari kenaikan harga produk, seperti peralatan elektronik dan 

kendaraan listrik. Perekonomian negara-negara yang bergantung pada impor nikel 

dapat terjepit akibat pengurangan daya beli konsumen sebagai akibat dari inflasi 

ini. Kebijakan proteksionisme ini dapat memengaruhi komoditas lain juga. Jika 

harga nikel naik, negara-negara yang terkena dampak mungkin mencari pemasok 

atau bahan baku alternatif. Ini dapat mempengaruhi permintaan dan harga 

komoditas lain. Jika industri baja tahan karat beralih dari nikel ke bahan seperti 

kromium atau mangan, harga komoditas lain juga dapat naik. 

Selain itu, ketidakpastian pasar akibat perubahan kebijakan ekspor dapat 

mengganggu rantai pasokan global dan mempengaruhi investasi di sektor 

pertambangan dan pengolahan logam. Investor akan lebih berhati-hati dalam 

berinvestasi di negara-negara dengan kebijakan proteksionisme yang tidak stabil, 

sehingga dapat mempengaruhi aliran modal dan pengembangan proyek-proyek 

baru (Kasyfilham, 2024; Kompas, 2024a; Mongabay, 2024). 
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Kesimpulan 

Kebijakan larangan ekspor biji nikel Indonesia merupakan langkah strategis untuk 

mengembangkan industri dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. 

Meskipun menghadapi tantangan dari Uni Eropa dan putusan WTO, Indonesia tetap 

berkomitmen untuk mempertahankan kebijakan ini melalui proses banding. Keberhasilan 

dalam banding ini akan menjadi penentu penting bagi masa depan industri pengolahan 

nikel di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sambil menunggu hasil 

banding, Indonesia perlu terus mencari cara untuk memperkuat industrinya dan menjaga 

keseimbangan dalam perdagangan internasional. 
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